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Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup 
kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa 
hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya 
timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, 
diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-
hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Penyelesaian 
hak-hak kewajiban sebagai akibat meninggalnya seorang diatur oleh 
hukum waris.  Waris yang dipahami masyarakat Desa La’ay ialah 
peraturan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang 
ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli 
warisannya. Akan tetapi yang terjadi Hak dimasyarakat sekarang ini 
banyak mengalami kesalahan yang disebabkan ketidak tahuan atau 
kelalaian pewaris maupun ahli warisnya sehingga menyebabkan tidak 
teraplikasi secara benar sesuai dengan undang-undang hukum waris 
maupun hukum agama serta adat istiadat pada masyarakat Desa La’ay 
Kecamatan Karya Penggawa. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Hak 
pembagian waris setelah pembagian harta bersama salah satu 
pasangan yang meninggal di Desa La’ay Kecamatan Karya Penggawa 
Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana Tinjauan hukum Islam 
tentang pembagian waris harta bersama salah satu pasangan yang 
meninggal di Desa La’ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten 
Pesisir Barat. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui 
bagaimana Hak pembagian waris setelah pembagian harta bersama 
salah satu pasangan yang meninggal di Desa La’ay Kecamatan Karya 
Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengkaji bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris setelah pembagian 
harta bersama salah satu pasangan yang meninggal di Desa La’ay 
Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik untuk menjawab 
permasalahan yang dipaparkan di atas. Jenis penelitian ini ialah Field 
Research (penelitian lapangan). Data yang diperoleh berasal dari hasil 
wawancara dengan responden, buku-buku, jurnal dan literatur media 
massa yang dikembangkan dengan imajinassi kreatif penulis. 
Kesimpulan dari penelitian ini ialah Sistem pembagian harta waris 
pada masyarakat adat suku Lampung Sai Batin di Desa La'ay 
 iii 
Kecamatan karya penggawa Kabupaten Pesisir Baratialah 
menggunakan menggunakan hukum adat dengan sistem mayorat yang 
mengutamakan anak laki-laki tertua. Sedangkan pembagian waris 
menggunakan hukum adat seperti yang dilakukan oleh masyarakat 
Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa boleh dilakukan (mubah) 
bagi umat Islam berdasarkan pada kaidah fiqh al-adatu muhakkamah, 
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                           
 “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 
lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawaa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 
(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” 
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A. Penegasan Judul 
Untuk memudahkan pemahaman dalam judul skripsi ini, 
perlu diperjelas terlebih dahulu maksud dari kata-kata atau 
istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi. Judul skripsi ini 
ialah “Hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta 
Bersama Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa La’ay 
Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat).” 
Adapun maksud dari beberapa istilah tersebut yaitu yang 
pertama hak. Hak ialah segala sesuatu yang harus didapatkan 
setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.
1
 
Kedua, harta waris atau yang disebut tirkah ialah apa yang 
ditinggalkan ahli waris, baik itu berupa harta benda maupun hak-
hak keberadaan atau bukan hak keberadaan. Oleh karena itu, 
menurut jumhūr fuqāha, segala sesuatu yang ditinggalkan oleh 
almarhum disebut sebagai tirkah, dan hutang piutang yang milik 
Muwaris (orang yang mewariskan) juga termasuk dalam kategori 
tirkah.
2
 Kata waris diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai 
hak dan kewajiban serta kekayaan orang yang telah meninggal 
dunia kepada orang yang masih hidup.
3
 
Ketiga, harta bersama ialah harta kekayaan yang dihasilkan 
suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau 
dengan perikatan lain disebutkan bahwa harta bersama itu ialah 
harta yang dihasilkan antara suami dan istri sehingga terjadi 
percampuran harta yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. 
Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda 
bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud 
                                                          
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 136. 
2 Ibid. 






bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan 
jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. 
Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri 
sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak 
ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam 
memberikan kelonggaran kepada pasangan suami-istri untuk 




Keempat, hukum Islam ialah seperangkat peraturan 
berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku 
manusia mukallaf 
5
 yang diakui dan diyakini mengikat untuk 
semua manusia yang beragama Islam. Menurut Hasbi Ash-
shiddiqy hukum Islam diartikan “hukum Islam yang bersifat 
umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam 
menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.”
6
 
Jadi, maksud dari judul skripsi ini ialah hak Pembagian 
Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama yang ditinjau dari 
hukum Islam yang terjadi di Desa La’ay Kecamatan Karya 
Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. 
B. Latar Belakang Masalah  
Indonesia merupakan negara hukum, untuk mencapai 
kehidupan masyarakat yang aman, tentram, tertib dan adil dalam 
masyarakat maka hukum harus diterapkan dengan baik dan benar. 
Selain diberlakukannya hukum positif bagi masyarakat Indonesia, 
diberlakukan pula hukum Islam bagi orang-orang yang beragama 
muslim. Di dalam kehidupan bermasyarakat masing-masing 
orang mempunyai kebiasaan sesuai dengan tempat tinggalnya, 
adat ataupun keadaan tertentu suatu masyarakat. Tidak terkecuali 
                                                          
4Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama di Tinjau dari Persepektif Undang-
Undang Perkawinan dan KUH Perdata (Jakarta: HR.Rasuna Said, 2017), hlm. 449. 
5Kamus Fiqh  “Mukalaf  Ialah Orang Yang Dipilih Allah, Diperintah Allah 
Agar Taat “ (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 30. 
6 Hasby Ash-shiddiqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 





jika seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalannya akan 
dibagikan kepada keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan. 
Dalam hukum Islam ilmu tentang pembagian harta waris 
disebut dengan harta kewarisan Islam atau fiqh mawārits kata 
waris berasal dari bahasa Arab mīrāts, yang berarti harta warisan 
atau harta peninggalan almarhum.
7
 Dalam istilah, kata waris 
diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban 




Dalam istilah lain waris disebut juga dengan farā‟idh, yang 
berarti bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada 
semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan 
bagian-bagiannya.
9
 Waris dalam persepektif Islam ialah sejumlah 
harta benda serta segala hak dari yang meninggal dalam keadaan 
bersih.
10
 Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli 
waris ialah sejumlah harta benda dan serta segala hak, setelah 
dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan 
pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si 
peninggal waris.
11
 Kata farādha yang artinya ketentuan. Dengan 
demikian, kata farā‟idh atau faraīdhah artinya ialah ketentuan-
ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak 
mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak 
mandapatkannya, dan berapa bagian masing-masing.
12
 Ahli fiqh 
telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan 
warisan, menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini dan 
                                                          
7Ahmad Warson Al-Munawir, Kamus Al-munawir (Yogyakarta: Pondok 
Pesantren Al-Munawir, 1984), hlm. 1665. 
8Mushlich Maruzi, Pokok-Pokok Ilmu Waris (Semarang: Mujahidin, 1981), 
hlm. 82. 
9Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 
13 
10Ibid, hlm. 13. 
11Ibid, 





menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan 
menamakannya ilmu mawārits atau ilmu farā‟idh.
13
 
Menurut masyarakat jahiliyah, ahli waris yang berhak 
mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal, 
ialah laki-laki, berfisik kuat dan mengalahkan musuh dari setiap 
peperangan. Ketentuan semacam ini telah menjadi tradisi dan 
mengakar kuat didalam masyarakat.
14
 Mereka beranggapan 
bahwa anak-anak, perempuan dan orang lanjut usia tidak mampu 
mencari nafkah, tidak sanggup berperang dan merampas harta 
musuh, sehingga mereka tidak berhak menerima harta waris dari 
keluarga atau pasangannya sendiri.
15
 
Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup 
kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami 
peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang 
selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian 
seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan 
kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal 
dunia.
16
 Penyelesaian hak-hak kewajiban sebagai akibat 
meninggalnya seorang diatur oleh hukum waris.Dalam 
Komplikasi Hukum Islam pada Pasal 171 butir a dijelaskan 
bahwa yang dimaksud hukum kewarisan ialah hukum yang 
mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan 
(tirkah) pewaris, menentukan siapasaja yang berhak menjadi ahli 
waris dan berapa bagian nya masing-masing.
17
 
Harta benda bersama menurut hukum Islam atau harta 
gono-gini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan 
dalam kajian fiqh (hukum Islam). Masalah ini belum terfikirkan 
(ghoir al-mufakkar) oleh ulama-ulama fiqh terdahulu, karena 
                                                          
13Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqh Mawaris (Semarang: 
PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 5. 
14Ibid. 
15Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Sinar 
Grafik, 2011), hlm. 32. 
16H.Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat 
dan BW (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), hlm.1. 
17Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam ,Kompilasi Hukum 





masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan pada 
masa modern ini. Dalam kajian fiqh Islam klasik, isu-isu yang 
sering diungkapkan ialah masalah pengaturan nafkah dan hukum 
waris. Hal ini yang menyita perhatian kajian fiqh klasik dalam 
menyoroti harta benda dalam perkawinan.
18
 
Hukum Islam tidak melihat adanya gono-gini. Hukum 
Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami 
dan istri. Dalam kitab fiqh, harta bersama diartikan sebagai harta 
kekayaan yang dihasilkan suami dan istri selama mereka diikat 
oleh tali perkawinan. Masyarakat Desa La’ay merupakan sebuah 
Desa yang terletak di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten 
Pesisir Barat yang sebagian besar masyarakatnya beragama 
Islam. Waris yang dipahami masyarakat Desa La’ay ialah 
peraturan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang 
ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para 
ahli warisannya. 
Akan tetapi yang terjadi hak dimasyarakat sekarang ini 
banyak mengalami kesalahan yang disebabkan ketidak tahuan 
atau kelalaian pewaris maupun ahli warisnya sehingga 
menyebabkan tidak teraplikasi secara benar sesuai dengan 
undang-undang hukum waris maupun hukum agama serta adat 
istiadat pada masyarakat Desa La’ay Kecamatan Karya 
Penggawa. 
Atas dasar pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk 
meneliti permasalahan mengenai hak Pembagian Harta Waris 
Setelah Peembagian Harta Bersama (Studi Di Desa La’ay 
Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat). Untuk 
mengetahui bagaimana hak pembagian waris di Desa La’ay 
Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dan 
bagaimana dalam hukum Islam terhadap hak pembagian waris di 
Desa La’ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir 
Barat. 
 
                                                          





C. Fokus dan Subfokus Penelitian  
Adapun fokus dalam penelitian skripsi  ini yaitu terletak 
pada tinjauan hukum Islam terhadap hak pembagian harta waris 
setelah pembagian harta bersama salah satu pasangan yang 
meninggal di Desa La’ay Kecamatan Karya Penggawa 
Kabupaten Pesisir Barat. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 
dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas 
dalam skripsi ini ialah: 
1. Bagaimana hak pembagian harta waris setelah pembagian 
harta bersama di Desa La’ay Kecamatan Karya Penggawa 
Kabupaten Pesisir Barat? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak pembagian 
harta waris setelah pembagian harta bersama di Desa La’ay 
Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat? 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini 
ialah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui hak pembagian harta waris setelah 
pembagian harta bersama di Desa La’ay Kecamatan Karya 
Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. 
2. Untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap hak 
pembagian harta waris setelah pembagian harta bersama di 
Desa La’ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten 
Pesisir Barat. 
F. Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 
1. Secara teoritis manfaat penelitian ini ialah agar masyarakat 
khususnya pembaca mendapatkan informasi tentang hak 
pembagian harta waris setelah pembagian harta bersama. 
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan 





tentang hak pembagian harta waris setelah pembagian harta 
bersama. 
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  
Telaah pustaka dimaksudkan untuk memberikan informasi 
mengenai karya-karya ilmiah dan penelitian lain yang berkaitan 
dengan penelitian yang akan diamati guna menghindari adanya 
asumsi plagiatisasi dalam penelitian ini. Berikut akan penulis 
paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripin objek 
masalah yang akan penulis teliti. 
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mustari Haris 
(2016) dengan judul skripsi “Sistem Pembagian Harta Waris 
Pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan 
Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-
2015).”Penelitian ini memfokuskan permasalahannya pada 
sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di Desa 
Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi 
Kasus tahun 2012-2015).dari penelitian ini disimpulkan bahwa 
sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di Desa 
Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar kurung 
waktu tahun 2012-2017 kebanyakan masyarakatnya 
menggunakan sistem hukum adat. Dalam Sistem Pembagian 
Harta Warisan pada masyarakat Islam di Desa Palalakkang 
Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, bertentangan dengan 
ayat-ayat kewarisan akan tetapi asas asitinaja yang berlaku 
didesa tersebut menjadi salah satu alternatif untuk mendekati 
keadilan dalam hak kewarisan, karena budaya asitinaja 
mengandung makna bahwa sejatinya pembagian harta warisan 
mengandung nilai-nilai kearifan lokal (al-„urf) yang diakomodir 
dalam Islam. Dan berbicara tentang dampak yang ditimbulkan 





Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, 
kebanyakan dampak positif dibandingkan dampak negatif.
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Persamaan penelitian ini dengan Mustari haris ialah sama-
sama meneliti tentang waris. Perbedaannya ialah penulis lebih 
fokus pada hak pembagian warisan harta setelah pembagian harta 
bersama, sedangkan  Mustari Haris meneliti tentang sistem 
pembagian harta waris. 
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad 
Dzakkiyuddin Mukhtiar (2018) dengan judul skripsi 
“Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi (Studi di 
Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2017).” Penelitian ini 
memfokuskan permasalahannya pada bagian penyelesaian 
sengketa waris melalui mediasi studi di Pengadilan Agama 
Jakarta Selatan tahun 2017 Hasil penelitian ini ialah: Dibuat 
berdasarkan untuk mengetahui tentang penyelesaian sengketa 
waris pada proses mediasi, seberapa berhasil proses mediasi 




Persamaan penelitian ini dengan judul Ahmad 
Dzakkiyuddin Mukhtiar  ialahsama-sama meneliti tentang waris. 
Perbedaannya ialah penulis lebih fokus pada prektik pembagian 
harta waris setelah pembagian harta bersama, sedangkan Ahmad 
Dzakkiyuddin Mukhtiar meneliti tentang penyelesaian sengketa 
waris. 
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sriyadi (2015) 
dengan judul skripsi “Studi Komparasi Tentang Ketentuan 
Pembagian Warisan Untuk Anak Luar Kawin Diakui Dalam 
Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Instruksi Presiden 
No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.” Penelitian 
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ini memfokuskan pada bagian ketentuan pembagian warisan 
untuk anak luar kawin diakui dalam kitab undang-undang hukum 
perdata dan instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang kompilasi 
hukum Islam.hasil penelitian ini ialah bahwa: Untuk mengetahui 
kedudukan anak luar kawin diakui dan ketentuan pembagian 
warisan untuk anak luar kawin diakui menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan untuk mengetahui 
ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui 




Persamaan penelitian ini dengan judul Dwi Sriyadi ialah 
sama-sama meneliti tentang waris. Perbedaannya ialah penulis 
lebih fokus pada hak pembagian harta waris setelah pembagian 
harta bersama, sedangkan Dwi Sriyadi meneliti tentang 
komparasi tentang ketentuan pembagian warisan. 
Berdasarkan dari telaah pustaka di atas, dapat disimpulkan 
bahwa penelitian yang penulis lakukan ini memiliki perbedaan 
dengan karya-karya ilmiah yang pernah diteliti oleh penulis 
sebelumnya. Perbedaan itu terletak pada fokus penelitian tentang 
hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama 
dan untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap hak 
Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama di 
Desa La’ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat 
dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. 
H. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif analisitik yang bersumber pada penelitian 
lapangan (Field Research) yang dikembangkan berdasarkan data 
dari wawancara dengan responden, media massa, buku-buku dan 
jurnal yang diolah dan dianalisa menggunakan daya imajinatif 
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kreatif penulis sehingga menghasilkan data yang bersifat 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 
dan perilaku yang penulis amati.
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1. Jenis dan sifat penelitian 
a. Jenis penelitian 
Penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research)
23
 
yang dilakukan dengan metode kualitatif. Dalam hal ini 
data maupun informasi yang diperoleh bersumber dari 
masyarakat Desa La’ay Kecamatan Karya Penggawa 
kabupaten Pesisir Barat. 
b. Sifat penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik,
24
 yaitu 
penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan 
menganalisa mengenai objek yang diteliti, yaitu hak 
pembagian harta waris setelah pembagian harta bersama 
di Desa La’ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten 
Pesisir Barat. 
 
2. Sumber Data 
a. Sumber Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung 
dari sumber asli saat wawancara. Data primer yang 
dimaksud ialah informasi yang didapatkan langsung dari 
keluarga masyarakat di Desa La’ay Kecamatan Karya 
Penggawa Kabupaten Pesisir Baratyangharta warisnya 
telah dibagikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, sumber 
data primer penelitian ini sebanyak 3 kasus yang salah 
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b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder ialah data pendukung dari data 
primer berupa buku-buku dan literatur tentang kewarisan 
(fiqh mawārits) tentang pembagian harta waris dalam 
Islam, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 
masalah yang dibahas. Adapun data pendukung sumber 
data primer yaitu buku tentang hukum waris, KHI, serta 
hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
 
3. Metode Pengumpulan Data 
Dalam mengumpulkan data yang diperoleh dari 
masyarakat di Desa La’ay Kecamatan Karya Penggawa 
Kabupaten Pesisir Barat digunakan metode sebagai berikut: 
a. Metode Wawancara 
Penelitian lapangan ini menghimpun data dengan cara 
wawancara atau interview yang merupakan suatu dialog 
yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi 
dari responden. Pada saat melakukan wawancara, penulis 
berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai 
dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai data 
yang dibutuhkan, dan yang diwawancarai antara lain 
perempuan (para istri) dan, tokoh agama, yang ada di 
Desa La’ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten 
Pesisir Barat, yang dapat memberikan keterangan 
berkaitan dengan masalah tentang waris tersebut. 
b. Metode Observasi 
Observasi ialah pengamatan dan pencatatan dengan 
sistematik fenomena yang diselidiki yang terbatas pada 
pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau 
tidak langsung.
25
 Observasi ini untuk melengkapi dan 
memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara 
dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan 
terhadap data yang diperlukan. Demikian maksud penulis 
ialah penulis mengamati dan mencatat data yang 
diperoleh pada saat berada di lapangan dengan keluarga 
                                                          





yang salah satu pasangannya yang sudah meninggal dan 
harta warisnya telah dibagikan di Desa La’ay Kecamatan 
Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu suatu cara untuk mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, 
agenda surat kabar dan sebagainya.
26
 Metode ini 
digunakan khususnya dalam memperoleh data tentang 
demografis dan geografis kaitannya dengan waris di Desa 
La’ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir 
Barat. 
d. Sampel 
Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik 
yang dimiliki oleh populasi.
27
 Sampel pada penelitian ini 
ialah ahli waris terhadap hak pembagian harta waris 
setelah pembagian harta bersama salah satu pasangan 
yang meninggal di Desa La’ay Kecamatan Karya 
Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, yaitu tempat 
masyarakat yang akan diteliti. Berdasarkan penjelasan 
tersebut. Sampel dalam penelitian ini sebanyak  3 kasus 
pembagian harta waris setelah pembagian harta bersama 
yang salah satu pasangannya meninggal dunia dan harta 
warisnya telah dibagikan kepada ahli waris di Desa La’ay 
Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. 
 
4. Metode Pengolahan Data 
Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data 
dilakukan dengan cara: 
a. Pemeriksaan Data (Editing) 
Yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup 
lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan 
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 Dalam hal ini penulis mengecek 
kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka 
dokumen apakah sudah lengkap dan relevan, jelas dan 
tidak berlebihan tanpa kesalahan. 
b. Sistematisasi Data (Sistematizing)  
Yaitu menempatkan data menurut kerangka 
sistematiak bahasa berdasarkan urutan masalah.
29
 Dalam 
hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis 
dan apa yang sudah diedit dan diberi tanda menurut 
klasifikasi urusan masalah. 
c. Metode Analisa Data  
Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode 
analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat 
dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit 
kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi 
yang mempunyai sifat umum.
30
 
Metode ini digunakan untuk menganalisa data untuk 
kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat 
umum. Metode ini yang akan penulis pergunakan untuk 
menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul, 
dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga 
didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi 
ini. 
I. Sistematika Pembahasan 
Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang 
sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman 
terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam 
penulisan skripsi ini sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan. Pembahasan meliputi: Penegasan 
judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 
fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 
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penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 
relevan (studi pustaka), metode penelitian, sistematika 
pembahasan. 
Bab II Landasan Teori. Pembahasan meliputi pengertian 
harta bersama secara hukum positif, pengertian harta bersama 
berdasarkan hukum Islam dan ruang lingkupnya. Pembagian 
harta waris menurut hukum positif, hukum adat dan hukum 
Islam. Serta ahli waris dan bagian-bagiannya dalam Islam. 
Bab III Laporan penelitian meliputi pertama, sejarah 
singkat Desa La’ay Kecamatan Karya Penggawa, keadaan letak 
geografis, meliputi jumlah penduduk, sarana ibadah dan kegiatan 
keagamaan, kedua hak Pembagian Waris setelah Pembagian 
Harta Bersama Salah Satu Pasangan Yang Meninggal di Desa 
La’ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. 
Bab IV Meliputi analisa data hak Pembagian Waris setelah 
Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan Yang Meninggal 
di Desa La’ay Kecamatan KaryaPenggawa Kabupaten Pesisir 
Barat dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris 
setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan 
Meninggal di Desa La’ay Kecamatan Karya Penggawa 
Kabupaten Pesisir Barat. 







A. Harta Bersama 
1. Pengertian Harta Bersama 
Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian 
banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan 
sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang 
karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan 
hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik 
dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam 
segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi 
keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum 
banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang 
harta, apalagi harta yang didapat oleh suami isteri dalam 
perkawinan. 
Secara bahasa, harta bersama ialah dua kata yang terdiri 
dari kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia‚ harta dapat berarti barang-barang (uang dan 
sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti 
kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta 




Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan di 
Indonesia mengatakan bahwa harta bersama ialah harta 
kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah 
atau warisan. Maksudnya ialah harta yang didapat atas usaha 
mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan. 
Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang harta 
benda dalam perkawinan pasal 35 Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:  
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a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi 
harta benda bersama. 
b. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau 
warisan ialah dibawah penguasaan masing-masing 
sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 
Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan 
gambaran jelas tentang harta bersama, yang dijelaskan dalam 
pasal 1 huruf f bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau 
Syirkah (harta kekayaan dalam perkawinan) ialah harta yang 
diperoleh secara terpisah atau bersama-sama dengan pasangan 
selama perkawinan berlangsung, dan tidak diragukan lagi 
tanpa mempersoalkan atas nama siapapun.
32
 
Dalam yurisprudensi peradilan agama juga dijelaskan 
bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa 
perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik 
penerimaan itu lewat perantara isteri maupun lewat perantara 
suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari 
suami isteri dalam kaitannya dengan perkawinan. Dari segi 
sumber harta suami istri dapat dibedakan menjadi tiga 
kategori yaitu harta yang dimiliki oleh suami istri sebelum 
menikah ialah harta warisan, pemberian atau usaha sendiri, 
atau dapat disebut harta bawaan. Harta kekayaan yang 
dimiliki setiap pasangan dalam hubungan pernikahan tidak 
diperoleh secara individu atau kolektif dari usaha mereka 
sendiri, merupakan hibah, wasiat atau warisan bagi mereka 
masing-masing.harta yang diperoleh dalam hubungan 
pernikahan karena usaha pasangan atau bisnis salah satu 
pasangan, disebut harta pencarian.
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Dalam Islam ada pengakuan terhadap hak  kepada  
masing-masing suami  istri untuk memiliki harta benda secara  
perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. 
Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya 
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tanpa  ikut sertannya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta 
yang diterimanya itu.  Demikian pula halnya istri yang 
menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa 
hak suami menguasainya. Harta bawaan yang telah mereka 
miliki sebelum terjadi perkawinan  juga menjadi hak masing-
masing. Hak harta masing-masing suami istri kemudian bisa 
terpisah. 
Namun, hal ini membuka kemungkinan untuk 
mencampurkan atas harta kekayaan perkawinan secara resmi 
dan dengan cara-cara tertentu. pencampuran harta kekayaan 
dapat dilakukan dengan beberapa cara.
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Pencampuran harta suami dan istri dapat dilakukan 
dengan mencapai kesepakatan percampuran yang benar dalam 
bentuk tertulis atau lisan segera sebelum atau sesudah akad 
nikah berakhir, dapat digunakan untuk warisan harta atau 
harta yang diperoleh setelah menikah, tapi bukan atas usaha 
mereka maupun dari harta pencarian. 
a. Pencampuran dapat ditetapkan dengan Undang-Undang 
atau Peraturan Perundangan. 
b. Pencampuran harta suami istri terjadi dalam kehidupan 
sehari-hari, hanya harta yang diperoleh atas usaha selama 
perkawinan berlangsung. 
Pembahasan tentang harta bersama dalam perkawinan 
tidak lepas dari persoalan warisan harta tersebut, kemudian 
untuk saat ini maupun mendatang harta dalam perkawinan 
akan dialihkan melalui warisan. 
Dengan demikian jelaslah bahwa harta bersama ialah 
harta yang diperoleh dalam masa perkawinan yang sah. 
Suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama 
atas harta bersama. Sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 51:  






a. Seseorang isteri selama dalam ikatan perkawinan 
mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan 
suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan 
kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-
anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta 
bersama. 
b. Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita 
mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama baik 
mengenai harta bersama ataupun mengenai anak-





2. Harta Bersama dalam Islam 
Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan 
harta bawaan kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya 
menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta 
maskawin ketika perkawinan berlangsung, dalam Al-Qur’an 
disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 32: 
                        
                        
                  
       
“Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang 
mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian 
dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah 
sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah maha 
mengetahui segalanya.” (Q.S an-Nisa:32) 
 
                                                          





Ayat tersebut bersifat umum dan tidak hanya 
ditujukan terhadap suami atau isteri, melainkan semua pria 
dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya 
sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta 
pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi 
masingmasing. Untuk hukum waris ayat tersebut 
mengandung pengertian bahwa setiap pria atau wanita 
mempunyai hak untuk mendapat bagian harta warisan yang 
ditinggalkan atau diberikan orang tua.
36
 
 Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta 
kekayaan suami isteri sebenarnya memudahkan pemisahan 
mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk 
harta isteri, mana harta bawaan suami dan mana harta 
bawaan isteri sebelum terjadinya perkawinan, mana harta 
suami atau isteri yang diperoleh secara sendiri-sendiri 
selama perkawinan, serta mana harta bersama yang 
diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. 
Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang 
diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, 
sedangkan isteri hanya berhak terhadap nafkah yang 
diberikan suami kepadanya.
37
 Namun, Al-Qur’an dan hadist 
tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda 
yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan 
sepenuhnya menjadi hak suami, dan isteri hanya terbatas 
atas nafkah yang diberikan suaminya 
 
3. Ruang Lingkup Harta Bersama 
Undang-Undang Perkawinan dan KHI telah 
menetukan aturan tentang harta bersama, baik pasal 35 ayat 
(1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam 
Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan bahwa segala harta 
yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya 
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menurut hukum menjadi harta bersama. Gambaran ruang 




a. Harta yang dibeli selama perkawinan 
Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu 
barang termasuk objek harta bersama atau tidak, 
ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang 
dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi objek 
harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan apakah 
suami atau isteri yang membeli, apakah harta tersebut 
terdaftar atas nama suami atau isteri dimana harta 
tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama 
perkawinan, otomatis menjadi harta bersama. Tidak 
menjadi soal siapa diantara suami isteri yang membeli. 
Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau isteri 
harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu 
terletak dimanapun.Yang penting, harta tersebut dibeli 
dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut 
hukum menjadi objek harta bersama. 
b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang 
dibiayai dari harta bersama 
Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk 
objek harta bersama, ditentukan oleh asal-usul uang biaya 
pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, 




Misalnya suami isteri selama perkawinan berlangsung 
mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi 
perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai 
suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang 
simpanan tersebut suami membeli atau membangun 
rumah. Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli 
atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, 
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namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan 
berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian 
atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam 
objek harta bersama. 
c. Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama 
perkawinan 
Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta 
bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan 
dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita 
sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak 
semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap 
perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu 
mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan 
harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan 
tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak 
pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat 
mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk 
menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama 
atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan 
penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat 
benar-benardiperoleh selama perkawinan berlangsung, 
dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.
40
 
d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan 
Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau 
berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. 
Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta 
bersama yang jatuh menjadi objek harta bersama diantara 
suami isteri, namun juga termasuk penghasilan yang 




e. Segala penghasilan pribadi suami isteri 
Segala penghasilan suami atau isteri, baik yang 
diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-
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masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi 
sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami 
atau isteri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi 
suami atau isteri tidak terjadi pemisahan, maka dengan 
sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. 
Penggabungan penghasilan pribadi suami atau isteri ini 
terjadi demi hukum, sepanjang suami atau isteri tidak 
menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 
 
4. Jenis-Jenis Harta Bersama 
Asal-usul harta yang didapat suami isteri dapat 
disimpulkan dalam tiga sumber:
42
 
a. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya 
sebelum kawin baik diperolehnya karena mendapat 
warisan atau usahausaha lainnya, disebut sebagai harta 
bawaan. 
b. Harta masing-masing suami isteri yang diperolehnya 
selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi 
diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama 
maupun sendiri-sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, 
warisan, ataupun wasiat untuk masing-masing.  
c. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam 
hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau 
salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian. 
Harta bersama yang dimiliki suami isteri dari segi 
hukum diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan 
No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut: 
Pasal 35 
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi 
harta benda bersama; 
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta 
benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah 
atau warisan ialah dibawah penguasaan masing-masing 
sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
43
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Adapun jenis-jenis harta bersama didalam Pasal 91 
Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:  
(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di 
atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.  
(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda 
tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat 
berharga.  
(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak 
maupun kewajiban.  
 (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan 




Berdasarkan Pasal 91 KHI di atas bahwa yang 
dianggap harta bersama ialah berupa benda milik suami 
isteri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, 
yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum 
yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda 
berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak 
bergerak serta harta bersama dapat berbentuk surat-surat 
berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak 
berwujud berupa hak dan kewajiban. 
 
B. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Positif 
1. Hukum Waris dalam KUH Perdata 
Hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang 
peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang 
meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada 
asasnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum 
kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi. Beberapa 
pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal 
sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut 
supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya 
                                                          





(kedua hak itu ialah dalam lapangan hukum kekeluargaan), 
dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.
45
 
Pasal 830 KUHPdt menyebutkan, pewarisan hanya 
berlangsung karena kematian. Jadi, harta peninggalan baru 
terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris 
masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada 
ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPdt, yaitu anak yang ada 
dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah 
dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Mati 
sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada. Jelasnya, 
seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak 
mendapat warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 836 KUHPdt, 
“Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab ini, 
suapaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah 
ada pada saat warisannya jatuh meluang”. 
Setelah seorang dinyatakan meninggal dunia, maka 
muncullah beberapa kewajiban bagi para ahli waris terhadap 
pewaris untuk menunaikannya sebelum harta warisan pewaris 
tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Kewajiban-
kewajijban tersebut ialah sebagai berikut: 
a. Biaya pengurusan mayat. Biaya-biaya dimaksud 
menyangkut biaya untuk membeli tanah kuburan, biaya 
pemandian, pengkafanan, dan biaya pemakaman; 
b. Membayar utang-utang si mayit, bila ada;  
c. Menunaikan wasiat si mayit, bila ada.46 
Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat 
suatu warisan, yaitu sebagai berikut: 
a. Secara ab intestato (ahli waris menurut undang-undang) 
dalam Pasal 832 KUHPdt. Menurut ketentuan undang-
undnag ini, yang berhak menerima bagian warisan ialah 
para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan 
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suami istri yang hidup lama. Keluarga sedarah yang 
menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang 
masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, 
kedua, ketiga, dan golongan keempat.
47
 
b. Secara testamentair (ahli waris karena ditujuk dalam 
wasiat = testamen) dalam Pasal 899 KUHPdt. Dalam hal 
ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli 
warisnya ditunjuk dalam surat wasiat/testamen. 
Adapun hak-hak yang dipunyai ahli waris ialah 
sebagai berikut : 
a. Hak Saisine 
Hak tersebut diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUH 
Perdata yang menyatakan bahwa: “Selaian ahli waris 
dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak atas 
segala barang, segala hak dan segala piutang yang 
meninggal dunia.” Kata saisine berasal dari bahasa 
Perancis “Le mort saisit le vit“ yang berati bahwa yang 
mati dianggap memberikan miliknya kepada yang masih 
hidup. Maksudnya ialah bahwa ahli waris segera pada saat 
meninggalnya pewaris mengambil alih semua hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban pewaris tanpa adanya suatu tindakan 
dari mereka, kendatipun mereka tidak mengetahuinya. 
b. Hak Hereditatis Petitio  
Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada para 
ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar suatu titel atau 
tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta 
peninggalan, seperti juga terhadap mereka yang secara 
licik telah menghentikan penguasaannya. Dalam KUH 
Perdata, hak ini diatur dalam Pasal 834 dan Pasal 835.  
c. Hak untuk Menuntut Bagian Warisan  
Hak ini diatur dalam Pasal 1066 KUH Perdata. hak ini 
merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri khas 
dari Hukum Waris. Pasal 1066 menyatakan bahwa: “Tiada 
seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta 
                                                          






peninggalan diwajibkan menerima berlangsungya harta 
peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan ini 
setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk 
melakukannya.
48
 Namun dapatlah diadakan persetujuan 
untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan 
pemisahan. 
d. Hak untuk Menolak Warisan  
Hak untuk menolak warisan diatur dalam Pasal 1045 
jo. Pasal 1051 KUH Perdata. Pasal 1051 berbunyi: “Tiada 
seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta 
peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta 
peninggalan itu dapat sewaktu waktu dituntut, meskipun 
ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Akan tetapi 
dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan 
pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu. 
Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, 
tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat 
diperbarui”. 
 
2. Syarat Terjadinya Pewarisan dalam KUH Perdata 
Untuk memperoleh warisan, haruslah dipenuhi syarat-syarat 
yaitu: 
a. Syarat yang berhubungan dengan pewaris 
Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus 
sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan 
dalam Pasal 830 KUH Perdata. Matinya pewaris dalam hal 
ini dapat dibedakan menjadi: 
1) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh 
(mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca 
indra bahwa ia benar-benar telah mati.  
2) Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu: 
tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut 
kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.  
b. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris orang-orang 
yang berhak/ahli waris atas harta peninggalan harus sudah 
                                                          





ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya 
ahli waris dimungkinkan dengan: 
1) Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan 
memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan 
dengan panca indra. 
2) Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara 
kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga 
bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUH 
Perdata) . 
 
C. Pembagian Harta Waris Menuurt Hukum Adat 
1. Pembagian Waris dalam Adat 
Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi 
oleh prinsip garisketurunan yang berlaku pada masyarakat 
yang bersangkutan, yaitu prinsip patrilineal murni, 
patrilinieal beralih-alih (alternernd), matrilinealataupun 
bilateral (walaupun sukar ditegaskan di mana berlakunya di 
Indonesia), adapula prinsip unilateral berganda (dubbel-
unulateral). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama 
berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian 
harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materiel 
maupun immateriel). 
Dalam hukum adat mengenal tiga sistem kewarisan 
yaitu: 
a. Sistem Waris Individual 
Jika harta waris dibagikan dan dapat dimiliki 
perorangan, berarti setiap waris mempunyai hak 
memakai, mengolah dan menikmati hasilnya, sistem ini 
berlaku pada masyarakat parental. Kelebihan system ini 
maka ahliwaris dapat bebas meguasai dan memiliki 
harta warisan sebagaimana dipergunakan sebagai modal 
kelanjutan hidup tanpa dipengaruhi anggota-anggota 








b. Sistem Waris Kolektif 
Yaitu ahli waris menerima waris secara kolektif 
(bersama) dari pewaris tidak dibagi secara perorangan 
maka disebut kolektif. Menurut para ahli waris tidak 
boleh dimiliki secara pribadi, pada umumnya system 
waris ini disebut harta peninggalan leluhur disebut juga 
“harta pusaka” berupa sebidang tanah atau barang 
pusaka. Kelebihan dari sistem ini pada fungsinya di 
peruntukan bagi kelangsungan hidup keluarga besar. 
Kelemahannya ialah timbul cara berfikir sempit, karena 
tidak semua kerabat mempunyai pemimpin yang dapat 
diandalkan, maka rasa setia kawan dan kerabat 
bertambah luntur. 
c. Sistem Waris Mayorat 
Yaitu harta warisan yang hanya di kuasai oleh anak 
tertua, berarti seluruh hak pakai, hak mengolah, dan 
memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak 
tertua dengan kewajiban mengurus dan memelihara 
adik-adiknya sampai dapat berdiri sendiri. 
 
2. Pembagian Waris Adat Lampung Sai Batin 
  Pembagian harta waris yang terjadi di masyarakat 
Lampung menerapkan sisem pembagian waris mayorat, 
dimana jika harta warisan tidak terbagi-bagi dan hanya 
dikuasai oleh anak tertua, ini berarti bahwa hak penggunaan, 
hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai penuh oleh 
anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus adik-adiknya 




  Masyarakat adat Lampung yang menganut sistem 
waris mayorat yakni anak laki-laki tertua yang menjadi 
pewaris “garis lurus” kecuali jika tidak memiliki anak laki-
laki dan hanya anak perempuan, maka anak perempuan itu 
menikah sehingga suami dari anak perempuan itu akan 
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menjadi pewaris tunggal dan meneriskan garis keturunan dan 
kemudian nantinya akan diteruskan oleh anak laki-lakinya 
untuk menjaga harkat dan martabat perempuan.
50
 
  Masyarakat adat Lampung menggunakan beberapa 
cara dalam pembagian harta warisannya ialah dengan cara 
penerusan atau pengalihan dan penunjukan sebagai berikut: 
1. Penerusan atau pengalihan 
 Di daerah Lampung terjadi penerusan atau pengalihan 
kepemilikan pewarisan biasanya dilakukan setelah pewaris 
berumur lanjut dimana anak laki-laki tertua menikah dan 
juga adiknya. Dengan penerusan hak dan kewajiban, 
menggantikan ayahnya selama ayahnya masih hidup 
kedudukanya tetap sebagai penasehat dan memberikan 
laporan dan bertanggung jawab dengan keluarganya. Juga 
dalam arti penerusan atau pegalihan harta kekayaan 
tentunya sebagai dasar untuk melanjutkan kehidupan, 
anak-anak tersebut akan menikah dan membangun 
keluarga baru, misalnya pemberian atau diberikan rumah 
dan perkarangan tertentu, bidang tanah, ladang, kebun atau 
sawah, untuk anak laki-laki atau perempuan yang akan 
berumah tangga. 
2. Penunjukan 
 Penunjukan yang dilaksanakan pewaris kepada ahli 
warisnya atas harta tertentu, maka berpindahlah harta 
tersebut juga bepindahnya penguasaan dan pemilikannya 
berlaku sepenuhnya apabila pewaris meninggal. Apabila 
pewaris masih hidup maka ia berhak dan berwenang 
menguasai harta yang telah ditunjukan tersebut, namun 
dalam pengurusan dan pemanfaatannya dari harta tersebut 




Selain harta yang telah diberikan melalui penunjukan, 
sisa harta yang tidak dibagi menurut masyarakat adat 
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Lampung akan dikuasai oleh anak laki-laki tertua, 
seumpamaan rumah peninggalan orang tua, walaupun 
orang tua tidak meninggalkan pesan atau wasiat terhadap 
harta yang dibagi, posisi harta tersebut otomatis akan 
menjadi hak anak laki-laki tertua. 
 
D. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam 
1. Hukum Waris dalam Islam 
Hukum warisIslam dipahami dengan istilah farā‟idh, 
karena dalam Islam hak waris ditentukan dalam Al-Qur’an. 
Hukum waris dalam Islam telah menarik perhatian yang besar 
karena pembagian harta warisan biasanya akan menimbulkan 
akibat yang tidak diinginkan. Secara etimologis, farā‟idh 
diambil dari kata fārdh yang artinya takdir atau ketentuan.
52
 
Secara terminologi, waris mengacu pada berbagai aturan 
pemindahan harta oleh orang yang meninggal, menurut ajaran 




Dalam Waris Islam juga ada kata tirkah. Yaitu apa yang 
ditinggalkan ahli waris, baik itu berupa harta benda maupun 
hak-hak keberadaan atau bukan hak keberadaan. Oleh karena 
itu, menurut jumhūr fuqāha, segala sesuatu yang ditinggalkan 
oleh almarhum disebut sebagai tirkah, dan hutang piutang 
yang milik Muwaris (orang yang mewariskan) juga termasuk 
dalam kategori tirkah.
54
 Utang-piutang ainiyah ialah piutang 
yang terkait harta benda seperti gadai, dan segala sesuatu yang 
berkaitan dengan gadai. Sedangkan utang syakhsiyah  utang 
yang berkaitan dengan kreditur, maskawin, dan lain-lain. 
Waris menurut hukum Islam ialah proses pemindahan 
harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik 
berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, 
kepada keluarganya yang dinyatakan brhak menurut hukum. 
Berdasarkan batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa 
                                                          
52 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 
hlm. 13. 
53 Ibid. 





menurut hukum Islam waris terjadi setelah pewaris meninggal 
dunia. Dengan demikian proses pewarisan harta kekayaan 
kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak 
dipandang sebagai waris. Batasan tersebut menegaskan 
menurut hukum Islam, yang tergolong ahli waris hanyalah 
keluarga, yaitu yang berhubungan dengan jalan perkawinan 
(suami atau istri) atau dengan adanya hubungan darah 
(anak,cucu,pasangan, saudara, kakek, nenek).
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Permasalahan waris dalam Islam ialah permasalahan 
sempurna yang diungkapkan didalam Al-Qur’an, bahkan bisa 
dikatakan lengkap, yang menjadi dasar hukum dapat dipahami 
secara langsung tanpa penafsiran. Menurut Ali Ash-Shabumi 
dalil pertama tentang waris dalam Islam ialah firman Allah 
SWT. Dalam ayat 11-12 surah an-Nisa (4): 
                     
                             
                         
                         
                         
                      
                             
                     
                                                          
55
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, (UUI Press, Yogyakarta, 





                      
                        
                  
                         
                           
                     
                        
                   
 "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang 
(pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian 
seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak 
perempuan.Dan jika anak itu semuanya perempuan yang 
jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga 
dari harta yang ditinggalkan.Jika dia (anak perempuan) itu 
seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang 
ditinggalkan).Dan untuk kedua bapak-ibu, bagian masing-
masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia 
(yang meninggal) mempunyai anak.Jika dia (yang meninggal) 
tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua bapak-
ibunya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.Jika dia (yang 
meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 
mendapat seperenam.(Pembagian-pembagian tersebut diatas) 
setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah 
dibayar) utangnya.(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, 
kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih 
banyak manfaatnya bagimu.Ini ialah ketetapan Allah. 
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. Dan 
bagianmu (suami-suami) ialah seperdua dari harta yang 





anak.Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka 
kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya 
setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah 
dibayar) utangnya.Para istri memperoleh seperempat harta 
yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.Jika 
kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah 
dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) 
utang-utangmu.Jika seseorang meninggal, baik laki-laki 
maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-
laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka 
bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam 
harta.Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari 
seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 
sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau 
(dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan 
(kepada ahli waris).Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha 




Disebutkan bahwa kaum Jāhilīyyah tidak mewarisi 
wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa atau belum 
mampu berperang.Ketika ahli syair Abdurrahman (saudara 
Hasan bin Thabit) meninggal, ia meninggalkan seorang istri 
bernama Ummu Kuhhah dan lima orang putri. Saat keluarga 
suaminya datang untuk mewarisi hartanya, kemudian Ummu 
Kuhhah memberi tahu Nabi Saw.
57
 Jawaban atas keluhan 
Ummu Kuhhah ialah bahwa ayat 11 surah an-Nisa 
menekankan tentang hak waris anak perempuan, sedangkan 
ayat 12 menekankan hak waris istri yang suaminya telah 
meninggal. Ayat-ayat ini menjelaskan sebagai berikut: 
1. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk 
membagikan warisannya kepada anak-anak, orang tua, 
yaitu ibu, suami, istri atau suami, dan sebaliknya, serta 
mereka yang tidak ada hubungannya dengan anak dan 
orang tua. 
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2. Besar kecilnya bagian ahli waris ditentukan dengan 
membedakan ahli waris laki-laki dan ahli waris 
perempuan, dan membedakan satu ahli waris dari banyak 
ahli waris. 
3. Setelah ahli waris menggunakannya untuk melunasi hutang 
dan memenuhi wasiat, berikan hak warisan kepada ahli 
waris. 





2. Syarat dan Rukun Waris Islam 
1. Syarat Waris  
a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki 
maupun secara hukum (misalnya dianggap sudah 
meninggal), berdasarkan firman Allah SWT sebagai 
berikut. 
                   
                
                 
 
 “jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak 
mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, 
maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua 




b. Adanya ahli waris yang hidup, ahli waris diketahui 
masih hidup secara hakiki dengan menyaksikan 
langsung atau ada atau dengan persaksian dua orang 
yang dapat dipercaya. Contoh secara hukum, janin 
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mewarisi harta warisan jika jelas keberadaannya ketika 
orang yang mewariskan hartanya meninggal dunia 
walaupun janin tersebut belum bernyawa dengan syarat 
bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup. 
c. Adanya hubungan kewarisan, mengetahui tentang sebab 
menerima warisan atau mengetahui hubungan antara 
pewaris dan ahli warisnya. Apakah ahli waris ada 
hubungan darah, atau perkawinan dengan pewaris.
60
 
Ahli waris harus diketahui pasti, baik dari kedekatan 
kekerabatannya, bagian-bagiannya serta hijāb (yang 
menghalangi) dan mahjūb (terhalang) untuk mendapat 
warisan.   
 
2. Rukun Waris 
a. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli 
warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya. 
b. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai 
atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan 
adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan 
pernikahan, atau lainnya. 
c. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau 
kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa 




3. Asas dalam Kewarisan Islam 
Sebagai hukum yang sumberutamanya dari wahyu Allah 
yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Hukum 
kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam 
beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang 
bersumber dari akal manusia. Disamping itu, Hukum 
kewarisan Islam juga mempunyai corak tersendiri yang 
membedakannya dengan hukum kewarisan lain. Berbagai asas 
hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum 
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a. Asas Ijbari 
Kata Ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan 
(compulsori) yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak 
sendiri. Dalam Hukum Islam peralihan harta dari orang 
yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup 
berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan 
meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara 
peralihan seperti ini disebut Ijbari. Asas Ijbari dalam 
kewarisan Islam, pewaris harus memberikan dua pertiga 
tirkahnya kepada ahli waris, sedangkan sepertiga lainnya, 
pewaris dapat berwasiat untuk mememberikan harta waris 
tersebut kepada siapa yang dikehendakinya sebagai 
taqarrub dan mengharap pahala dari Allah SWT. 
Dengan asas ijbari ini, ahli waris tidak boleh menolak 
warisan, karena ahli waris tidak akan diwajibkan untuk 
membayar utang pewaris apabila harta pewaris tidak cukup 
untuk melunasi utang-utangnya. 
Asas ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi, yakni 
dari segi peralihan harta,dari segi jumlah harta yang 
beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih. Unsur 
ijbari dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa 
harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan 
dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena 
itu kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta 
bukan pengalihan harta, karena pada peralihan berarti 
beralih dengan sendirinya sedangkan pada pengalihan 
adanya usaha seseorang.  
Bentuk Ijbari dari segi jumlah berarti bahwa bagian 
atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas 
ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris 
tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi 
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apa yang ditentukan itu. Bentuk ijbari dari segi kepada 
siapa harta itu beralih berarti bahwa mereka yang berhak 
atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, 
sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusiapun dapat 
mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau 
mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur ijbari 
dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana 
disebutkan Allah dalam surah an-Nisa ayat 11, 12, dan 
176. 
b. Asas Bilateral  
Asas bilateral mengandung arti bahwa harta warisan 
beralih kepada atau melalui dua arah.Hal ini berarti setiap 
orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak 
garis kerabat yaitu dari pihak kerabat garis keturunan laki-
laki dan dari pihak kerabat garis keturunan perempuan. 
Asas ini dapat dilihat dalam surah an-Nisa ayat 7, 11,12, 
dan 176 yang tegas mengatakan bahwa hak kewarisan 
dalam seseorang menerima harta pusaka dari orang yang 
telah meninggal dunia bisa diperoleh dari dua sumber yaitu 
dari sumber garis keturunan bapak dan bisa juga dari garis 
keturunan ibunya.  
Atas dasar tersebut maka peralihan harta pewaris yang 
dianggap memenuhi rasa keadilan ialah memberikan harta 
pewaris kepada keluarganya yang paling dekat. Keluarga 
pewaris yang paling dekat hubungan kekerabatannya 
dengan pewaris ialah keturunannya (furu‟), aswalnya 
(kakek ke atas), dan semua ashabah pewaris, tanpa 
mengesampingkan suami atau istri yang merupakan partner 




c. Asas Individual 
Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara 
individual dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-
bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli 
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waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat 
dengan ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dapat 
dinyatakan dengan nilai tertentu yang mungkin dibagibagi, 
kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli 
waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.  
Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya 
tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Hal 
ini didasarkan dalam ketentuan bahwa setiap insan sebagai 
pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan 
menjalankan kewajibannya, yang dalam ushul fiqh disebut 
ahliyat al-wujud.Dalam pengertian ini setiap ahli waris 
berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu 
dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian. 
d. Asas Keadilan Berimbang 
Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut 
materi, khususnya yang menyangkut kewarisan, kata adil 
dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan 
kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan 
keperluan dan kegunaan. 
Atas dasar pengertian tersebut, terlihat asas keadilan 
dalam pembagian harta warisan dalam  hukum Islam. 
Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender 
tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya 
sebagaimana pria, wanita juga mendapatkan hak yang 
sama kuat untuk mendapatkan warisan. Tetapi bukan 
berarti jumlah yang didapatkan sama karena keadilan 
dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah 
yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan 
pada kegunaan dan kebutuhan. 
e. Asas Semata Akibat Kematian 
Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta 
seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah 
kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta 
meninggal dunia. Dengan demikian, hukum kewarisan 
Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu 





perdata disebut dengan kewarisan ab intestato dan tidak 
mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada 
waktu masih hidup yang disebut dengan kewarisan bij 
testament. 
Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai 
ikatan erat dengan asas ijbari yang disebutkan sebelumnya. 
Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek 
hukum pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya 
terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi, kebebasan itu 
hanya pada waktu ia masih hidup saja. Ia tidak mempunyai 
kebebasan untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia 
meninggal dunia. Meskipun seseorang mempunyai 
kebebasan untuk berwasiat, tetapi terbatas hanya sepertiga 
dari keseluruhan kekayaannya. 
 
4. Ahli Waris dan Bagiannya dalam Islam 
1. Ahli waris 
Secara garis besar, dalam hal jenis kelamin ahli waris, 
mereka terbagi dalam dua kategori: 
a. Ada sepuluh ahli waris dalam golongan laki-laki yaitu 
:Anak laki-laki, Cucu laki-laki dari anak laki-laki, 
Suami, Ayah, Kakek, Saudara laki-laki, Keponakan 
laki-laki dari saudara laki-laki, Anak laki-laki paman, 
maula (orang yang telah memerdekakan si mayit). 
b. Ada tujuh ahli waris dari golongan perempuan: anak 
perempuan, Cucu perempuan dari anak perempuan, Ibu, 
Istri, Nenek perempuan, Saudara perempuan, 
Perempuan yang sudah memerdekakan si mayit. 
2. Bagian Ahli Waris 
Jumlah bagian yang telah ditentukan Al-Qur’an ada 
enam macam, yaitu setengah (1/2), seperempat (1/4), 
seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan 
seperenam (1/6). Anakan dijelaskan pembagiannya secara 
rinci, siapa saja ahli waris yang termasuk Ashābul furūdh 






a. Ashābul furūdh yang Berhak Mendapat ½ 
Ashābul furūdh yang berhak mendapatkan setengah 
dari harta waris peninggalan pewaris ada lima, satu dari 
golongan laki-laki dan empat lainnya perempuan, 
sebagai berikut: 
a) Seorang suami berhak untuk mendapatkan separo 
harta warisan, dengan syarat apabila pewaris tidak 
mempunyai keturunan, baik anak laki-laki maupun 
anak perempuan, baik anak keturunan itu dari 
suami tersebut ataupun bukan.  
b) Anak perempuan (kandung), dengan syarat. 
Pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, anak 
perempuan itu anak tunggal. 
c) Cucu perempuan keturunan anak laki-laki, dengan 
syarat. Tidak mempunyai saudara laki-laki, sebagai 
cucu tunggal, apabila pewaris tidak mempunyai 
anak. 
d) Saudara kandung perempuan mendapat separuh, 
dengan syarat. Ia tidak mempunyai saudara 
kandung laki-laki, anak tunggal, pewaris tidak 
mempunyai ayah atau kakek dan tidak mempunyai 
keturunan baik laki-laki maupun perempuan. 
e) Saudara perempuan seayah, dengan syarat. Apabila 
ia tidak mempunyai saudara laki-laki, ia hanya 
anak tunggal, pewaris tidak mempunyai saudari 
kandung perempuan, pewaris tidak mempunyai 
ayah atau kakak juga anak bak laki-laki atau 
perempuan. 
b. Ashābul furūdh yang Berhak Mendapat ¼ 
Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapat 
seperempat (1/4) dari harta peninggalannya hanya ada 
dua, yaitu suami dan istri. 
a) Seorang suami berhak mendapat bagian seperempat 
(1/4) dari harta peninggalan istrinya dengan satu 
syarat, yaitu bila sang istri mempunyai anak atau 





anak atau cucu tersebut dari darah dagingnya 
ataupun dari suami lain (sebelumnya). 
b) Seorang istri akan mendapat bagian seperempat 
(1/4) dari harta peninggalan suaminya dengan satu 
syarat, yaitu apabila suami tidak mempunyai 
anak/cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya 
ataupun dari rahim istri lainnya."istri mendapat 
seperempat" ialah bagi seluruh istri yang dinikahi 
seorang suami yang meninggal tersebut. Dengan 
kata lain, sekalipun seorang suami meninggalkan 
istri lebih dari satu, maka mereka tetap mendapat 
seperempat harta peninggalan suami mereka. 
c. Ashābul furūdh yang Berhak Mendapat 1/8 
Dari sederetan Ashābul furūdh yang berhak 
memperoleh bagian seperdelapan (1/8) yaitu istri. Istri, 
baik seorang maupun lebih akan mendapatkan 
seperdelapan dari harta peninggalan suaminya, bila suami 
mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari 
rahimnya atau dari rahim istri yang lain. 
d. Ashābul furūdh yang Berhak Mendapat Bagian 2/3 
Ahli waris yang berhak mendapat bagian (2/3) dari 
harta peninggalan pewaris ada empat, dan semuanya 
terdiri dari wanita. 
1) Dua anak perempuan (kandung) atau lebih. 
2) Dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki 
atau lebih. 
3) Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih. 
4) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih 
e. Ashābul furūdh yang Berhak Mendapat Bagian 1/3 
Adapun Ashābul furūdh yang berhak mendapatkan 
warisan sepertiga bagian hanya dua, yaitu ibu dan dua 
saudara (baik laki-laki ataupun perempuan) yang seibu. 
1) Pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki 
dari keturunan anak laki-laki. 
2) Pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau 





f. Ashābul Furūdh yang Mendapat Bagian 1/6 
1) Seorang ayah akan mendapat bagian seperenam (1/6) 
bila pewaris mempunyai anak, baik anak laki-laki atau 
anak perempuan. 
2) Seorang kakek (bapak dari ayah) akan mendapat 
bagian seperenam (1/6) bila pewaris mempunyai anak 
laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki dari 
keturunan anak dengan syarat ayah pewaris tidak ada. 
 
5. Sebab Mendapatkan dan Tidak Mendapatkan Waris dalam 
Islam 
Ada 3 sebab mendapatkan hak waris yaitu hubungan 
kerabat, pernikahan dan Al-wala‟.
64
 
1. Sebab mendapat waris 
a. Kerabat hakiki yang mempunyai nasab, pasangan, 
anak, saudara, paman, dan seterusnya. 
b. Pernikahan. 
c. Al-wala‟ yaitu kekerabatan karena sebab hukum, 
Alasannya ialah untuk menikmati pembebasan budak. 
Dalam hal ini orang yang melepaskannya akan 
dinikmati dalam bentuk kekeluargaan yang disebut 
wala al-'itqi. Pria yang membebaskan budak itu 
memulihkan kebebasan dan identitasnya. Allah SWT. 
Jika budak tersebut tidak memiliki ahli waris yang 
sebenarnya, ia dapat diberikan hak untuk mewarisi 
budak yang telah dibebaskan tersebut, alasannya 




2. Sebab tidak mendapat waris  
Sebab penghalang hak waris seseorang maksudnya 
kondisi yang menyebabkan terhalangnya hak waris dalam 
hal ini ada tiga dalam hukum Islam: 
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a. Hamba sahaya (Ar-Riqi) 
Secara etimologis ialah al-„ubūdiyyah, artinya 
penghambaan. Dalam ulama fiqh yaitu kelemahan 
secara hukum yang ada pada diri manusia disebabkan 
kekafiran.
66
 Seorang budak dinyatakan menjadi 
penghalang mewarisi, karena status dirinya yang 
dipandang tidak cakap hukum.
67
 Demikian 
kesepakatan mayoritas ulama serta sesuai dengan 
firman Allah SWT dalam surah an-Nahl: 75 
                      
                       
                      
         
 “Allah membuat perumpamaan seorang hamba 
sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak 
berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri 
rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian 
rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara 
terang-terangan. Samakah mereka itu?Segala puji 





Seorang yang berstatus sebagai budak tidak 
mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari 
saudaranya.Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, 
secara langsung jadi milik tuannya, budak merupakan 
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penganggur hak untuk mewarisi dan hak untuk 




Para Fuqahā (ahli hukum) sepakat bahwa 
pembunuhan merupakan salah satu sebab penghalang 
seorang mendapat warisan, ahli waris yang 
membunuh pewaris tidak akan menerima harta 
peninggalannya berdasarkan hadis Nabi Saw. 
Menurut Fuqahā aliran Hanafiah yang menjadi 
penghalang mewarisi terdapat empat macam, yakni 
sebagai berikut: 
1) Pembunuhan dengan sengaja (qatlul ‟amd) yaitu 
pembunuhan yang direncanakan sebelumnya. 
2) Pembunuhan semi sengaja (qatlul shibhul „amd) 
seperti halnya sengaja melakukan penganiayaan 
dengan pukulan tanpa niat pembunuhannya, 
tetapi ternyata yang dipukul meninggal dunia. 
3) Pembunuhan karena salah (qatlul khotho‟) seperti 
contoh seorang yang berburu menembaki mati 
sesuatu yang dikira monyet, namun ternyata 
setelah didekati ternyata manusia. 
4) Pembunuhan dianggap hilaf misalnya orang yang 
sedang membawa benda berat tanpa disengaja 
terlepas menjatuhi saudaranya hingga mati. 
Menurut Fuqahā Mālikiyah, jenis pembunuhan 
yang menjadi penghalang mewarisi ada tiga: 
1) Pembunuhan dengan sengaja (Qathul „Amdi) 
2) Pembunuhan semi sengaja (Qatlu Shibhul „Amd)  
3) Pembunuhan tidak langsung yang disengaja. 
Adapun menurut Fuqahāaliran Hanābilah, jenis 
pembunuhan yang menjadi penghalang hak 
mewarisi sebagai berikut: 
1) Pembunuhan sengaja 
2) Pembunuhan mirip sengaja 
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3) Pembunuhan karena khilaf 
4) Pembunuhan dianggap khila 
5) Pembunuhan tidak langsung 
6) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang 
tidak cakap bertindak (anak kecil atau orang gila) 
Secara teknis ketentuan tentang pembunuh yang 
membunuh pewaris terhalang mendapatkan hak 
waris diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum 
Islam. 
Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila 
dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap, dihukum karena: 
1) Dipersalahkan karena membunuh atau mencoba 
membunuh atau menganiaya berat pewaris. 
2) Dipersalahkan secara memfitnah telah 
mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah 
melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan 
hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang 
lebih berat. 
Beberapa alasan yang mendasari bahwa orang 
yang membunug terhalang mendapatkan hak waris 
dari yang dibunuhnya ialah sebagai berikut: 
1) Pembunuhan itu memutus hubungan 
silaturahmi yang menjadi sebab adanya waris, 
dengan terputusnya sebab tersebut maka 
terputus pula musabbabnya. 
2) Untuk mencegah seseorang mempercepat 
terjadinya proses pewarisan. 
3) Pembunuhan ialah suatu tindakan pidana 
kejahatan yang didalam istilah agama disebut 
dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak waris 
merupakan nikmat, maka dengan sendirinya 
maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu 
jalan untuk mendapatkan nikmat Allah.
70
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c. Perbedaan Agama 
Perbedaan agama ialah salah satu alasan seorang  
tidak mendapatkan hak waris, artinya seorang muslim 
tidak mewarisi dari yang bukan muslim, begitupun 
sebaliknya. Sesuai Hadis Nabi Muhammad Saw: 
“Orang Islam tidak dapat mewarisi harta yang kafir 
dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang 
muslimi”(HR Bukhari dan Muslim).
71
 
Ketentuan ini dijelaskan Allah dalam surat an-Nisa: 
14. 
                       
                    
 “Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya 
dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah 
memasukkannya kedalam api neraka, dia kekal 
didalamnya dan dia akan mendapat azab yang 




Mengenai seorang muslim yang tidak mendapat 
ahli waris dari seorang non muslim para ahli hukum 
Islam berbeda pandangan, secara umum pandangan 
tersebut berupa: 
1) Kebanyakan ahli hukum Islam berpendapat 
bahwa muslim tidak dapat menjadi ahli waris 
bagi pewaris non muslim atau murtad. 
2) Sebagian yang lain berpendapat bahwa seorang 
muslim dapat saja menjadi ahli waris dari 
seorang pewaris yang bukan muslim (demikian 
juga yang murtad). Adapun yang mendasarinya 
ialah dipergunakannya penafsiran analogi atau 
qiyas terhadap ketentuan hukum yang terdapat di 
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dalam Q.S al-Maidah ayat 5 (bolehnya laki-laki 
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